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KEWENANGAN & FUNGSI MK el

The Guardian of The Constitution

Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

The Final Interpreter of The

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Constitution
final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus
sengketa  kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus The Guardian of The Democracy

pembubaran parpol, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilu.”

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 :
“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas

~ Ot e,
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh The Protector Of The CItlzen s
Presiden dan/atau Wapres menurut UUD.” COﬂStitUtiOﬂB' nghts

The Protector of The Human Rights

Jimly Asshiddiqgie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), cet. 2, him. 154-156.

denny@integritylawfirm.id



PENGERTIAN HAK UJI

Hak uji adalah metode untuk menilai apakah sebuah hukum yang diberlakukan oleh pemerintah tidak
melanggar hak-hak rakyat. Ada 3 jenis pengujian yang dibagi berdasarkan forum penilainya:

1.

Executive Review: pengujian dilakukan oleh pemerintah. Contoh: Kemendagri dan/atau Gubernur dapat
membatalkan keberlakuan sebuah Perda (kewenangan ini sudah dibatalkan oleh MK berdasarkan putusan
No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016).

Legislative Review: pengujian dilakukan oleh lembaga legislative, melalui proses legislasi. Contoh:
Perubahan UU KPK, UU Minerba dlIl.

Judicial Review: pengujian dilakukan oleh lembaga peradilan, melalui proses ajudikasi. Contoh:
pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh MK, sedangkan Peraturan di bawah UU terhadap
UU oleh MA.




JENIS PENGUIJIAN DI MK

UJI MATERIIL UJI FORMIL
Pengujian UU yang berkenaan Menilai apakah pembentukan
dengan materi muatan dalam Undang-Undang telah sesuai dengan
ayat, pasal, dan/atau bagian UU ketentuan yang diatur dalam UUD
yang dianggap bertentangan NRI 1945 dan UU pembentukan
dengan UUD 1945. [Contoh:] peraturan perundang-undangan.
Perkara No. 80/PUU-XV/2017 [Contoh:] Perkara No. 27/PUU-
tentang Uji Materil Pasal 1 angka VI1/2009 tentang Uji Formil UU No.
28, 52 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5/2004 tentang MA. (Putusan MK:
55 ayat (2) dan (3) UU 28/2009 Meski pembentukan UU a quo
tentang Pajak Daerah dan terbukti cacat prosedur, namun demi
Retribusi Daerah, dsb. asas kemanfaatan hukum, UU a quo

tetap berlaku).




B TENGGANG WAKTU UJI FORMIL ﬂ

Pengajuan:

45 hari sejak setelah Undang-
Undang dimuat dalam Lembaran
Negara.

Putusan 27/PUU-VII/2009

Penyelesaian:

60 (enam puluh) hari kerja sejak
perkara dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi
(BRPK).

Putusan 79/PUU-XVII/2019



LEGAL
STANDING

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Putusan 006/PUU-111/2005 & Putusan 11/PUU-V/2007.



Variasi Putusan

2003 - 2008 (UU 24/2003
tentang MK)

Pasal 56-57 menyatakan putusan

terdiri dari 3:

1. Tidak dapat diterima, dalam hal
permohonan tidak memenuhi
syarat formil;

2. Dikabulkan, dalam hal terdapat
pasal yang bertentangan dengan
UUD 1945;

3. Ditolak, dalam hal tidak ada
pertentangan dengan norma
dalam UUD Negara Rl Tahun

1945.

MK dari Masa ke Masa

2008 (Putusan 2(8)/1210(?1U
No. 10/PUU- perubahan
VI/2008) MK)

Pasal 57 ayat (2a). Pada
tahun 2011 MK kembali
mempertegas bahwa
putusan tidak boleh
memuat:

1. Amar selain tidak

Pertama kalinya dikenal
putusan Konstitusional
Bersyarat. Dalam putusan
model ini, MK memberikan

menerima,
pemaknaan terhadap mengabulkan, atau
sebuah norma. Tak jarang menolak: ’
MK dianggap telah masuk 2. Perintah kepada
ke dalam ranah positive pembentuk UU;

legislator. 3. Rumusan norma baru

sebagai pengganti
norma lama.

2011 -
Sekarang
(Putusan No.
48/PUU-
1X/2011)

MK membatalkan Pasal 57
ayat (2a) UU MK. Sehingga
saat ini, putusan MK dapat
memuat amar
‘Konstitusional Bersyarat’
selain 1) tidak dapat
diterima; 2) dikabulkan; 3)
ditolak.




SIFAT DAN JENIS PUTUSAN MK

Declaratoir-Constitutif Declaratoir: Putusan hakim hanya sekedar menyatakan
apa yang menjadi hukum, tidak melakukan
penghukuman.

Constitutif: putusan menyatakan tentang ketiadaan suatu
keadaan hukum dan/atau menciptakan hukum yang baru.

Final and Binding Putusan MK adalah pertama dan terakhir. Artinya tidak
ada upaya hukum yang dapat dilakukan lagi terhadapnya.

Prospektif (ex-nunc) Putusan MK tidak berlaku surut (non-retroaktif), ia
berlaku untuk keadaan yang muncul kemudian atau
terjadi saat itu.

Erga Omnes Putusan MK berlaku untuk semua pihak (masyarakat dan
lembaga di Indonesia), tidak terbatas hanya mengikat
pihak yang mengajukan permohonan.



Konstitusional Bersyarat

Conditionally Constitutional

Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional), suatu
UU atau bagiannya menjadi konstitusional (tidak bertentangan
dengan UUD) sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan
MK, sebaliknya jika syaratnya tidak dipenuhi menjadi
inkonstitusional (bertentangan dengan UUD).

The law remain valid, but can be invalidated in the
future if the legislator failed to comply with the Court’s
prescriptions in terms of interpreting and
implementing the law.




Inkonstitusional Bersyarat

Conditionally Unconstitutional

Suatu UU atau bagiannya adalah inkonstitusional
(bertentangan dengan UUD) pada saat putusan dibacakan, dan
menjadi konstitusional (tidak bertentangan dengan UUD)
apabila syarat sebagaimana ditetapkan MK dipenuhi. Jika
syarat yang ditetapkan MK tidak dipenuhi, menjadi tetap
inkonstitutional (bertentangan dengan UUD).

The law is invalid, but can be validated in the future if
the legislator comply with the Court’s prescriptions in
terms of interpreting and implementing the law.




2| Beberapa Pertimbangan Penting

Putusan 91




B vong Mengikat dari suatu Putesan - R

Pertimbangan

AMAR Putusan

Bagian Vonis
5 UG pertimbangan m
D

Tar:], tidak penting, tidak
mengikat




APRESIAS|I PUTUSAN MK

Putusan MK 91, putusan uji formil yang pertama
kali dikabulkan sejak tahun 2003, sebelumnya
terdapat 69 uji formil yang tidak dikabulkan satu
pun, sehingga menjadi landmark decision.

Akhirnya MK menyadari banyaknya manipulasi
partisipasi publik dalam pembuatan UU. Harusnya
diberlakukan juga pada pengujian UU KPK dan
Minerba.

Putusan MK yang paling perlu menjadi perhatian
adalah Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menguji
formil UU Cipta Kerja (Putusan 91).

denny@integritylawfirm.id
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PENGUCAPAN PUTUSAN JR UU Cipta Kerja

1

10

11

12

91/PUU-XVIII/2020

87/PUU-XVIII/2020

101/PUU-XVIII/2020

103/PUU-XVIII/2020
105/PUU-XVIII/2020

107/PUU-XVI1II/2020
108/PUU-XVI1II/2020
3/PUU-XIX/2021
4/PUU-XIX/2021
5/PUU-XIX/2021
6/PUU-X1X/2021

55/PUU-XIX/2021

I N

Hakiimi Irawan Bangkid dkk

DPP Federasi Serikat Pekerja

Singaperbangsa

KSPI

KSBSI
PP FSP TSK — SPSI

Serikat Petani Indonesia
Ilgnatius Supriyadi dkk
PP FSP RTMM-SPSI

FSP KEP SPSI

Putu Bagus dkk

Riden Hatam dkk

Farwiza dkk

denny@integritylawfirm.id

Formil

Materiil

Materiil

Materiil & Formil
Materiil & Formil

Formil

Materiil

Materiil

Materiil & Formil
Materiil

Formil

Materiil
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Putusan MK UU Ciptaker yang N.O.

Putusan 3/PUU-XI1X/2021 — N.O., Tidak ada Legal Standing
4/PUU-XIX/2021 — N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
5/PUU-X1X/2021 — N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
6/PUU-XIX/2021 — N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
55/PUU-XIX/2021 — N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
87/PUU-XVIII/2020 — N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
101/PUU-XVIII/2020 — N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
103/PUU-XVIII/2020 — N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
105/PUU-XVIII/2020 — N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
10. 107/PUU-XVIII/2020 — N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
11. 108/PUU-XVIII/2020- N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
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1.

PARA PEMOHON PUTUSAN 91

PEMOHON |, Pegawai PKWT, merasa dirugikan akibat UU Cipta Kerja menghapus
jangka waktu kontrak, pemangkasan waktu istirahat mingguan, beberapa jenis
upah, sanksi perusahaan tidak bayar upah, hak buruh mengajukan PHK.

PEMOHON Il, Mahasiswa, merasa dirugikan akibat berlakunya UU Cipta Kerja
menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis dalam aktivitas industri dan ekonomi,
sehingga mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

PEMOHON Ill, Dosen HTN-HAN, merasa dirugikan karena UU Cipta Kerja
menjadikan praktik ketatanegaraan tidak dapat dijelaskan secara akademik kepada
peserta didik.

PEMOHON IV, Perkumpulan Migrant-CARE, merasa dirugikan karena tidak
dilibatkan dalam proses perubahan Pasal UU Perlindungan Pekerja Migran.

PEMOHON V dan VI, Perkumpulan Masyarakat Adat, merasa dirugikan akibat
adanya penghapusan sanksi pidana terhadap penyerobotan tanah ulayat.

denny@integritylawfirm.id

PEMOHON I dan ll
tidak dapat diterima
akibat dianggap tidak

dapat menguraikan
kerugian
konstitusional dalam
proses
pembentukan UU a
quo.



4 (EMPAT) DASAR

PERMOHONAN

Metode Omnibus Law menjadikan ketidakjelasan bentuk UU,
apakah perubahan, UU baru, atau pencabutan? Hal itu
bertentangan dengan Lampiran Il UU 12/2011.

2. Metode Omnibus Law tidak dikenal dalam UU 12/2011 jo UU
15/2019.

3. Terdapat Norma di UU Cipta Kerja yang diubah pasca persetujuan
Bersama DPR dan Presiden.

4. Bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kedayagunaan
dan Kehasilgunaan, Asas Kejelasan Rumusan, dan Asas Keterbukaan.

e — TN



MAHKAMAH KESAMPINGKAN
SAKSI|I DARI ANGGOTA DPR RI

1. Firman Soebagyo, Anggota DPR Rl Fraksi Partai
Golkar.

2. Hendrik Lewerissa, Anggota DPR Rl Fraksi Partai
Gerindra.

... berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh
karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara
kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya
tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah
mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut.

Mahkamah Konstitusi.
20—
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KEWAJIBAN NASKAH AKADEMIK

Perihal rancangan undang-undang dimaksud, pengusulannya
harus disertai dengan Naskah Akademik (NA). Secara substanstif,
NA minimal memuat, yaitu: dasar-dasar atau alasan-alasan
(urgensi) diperlukannya usulan suatu undang-undang atau revisi
suatu undang-undang. Dengan penjelasan dimaksud, masyarakat
dapat mengetahui implikasinya dalam penyelenggaraan negara
atau pemerintahan jika substansi rancangan undang-undang yang
diusulkan tidak diakomodasi menjadi undang-undang.

Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, him. 386.
Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011.




5 (LIMA) TAHAPAN PENGAJUAN
RUU

1. Pengajuan rancangan undang-undang;

2. Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden,
dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD

1945;

3. Persetujuan bersama antara DPR dan presiden;

4. Pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang;
dan

5. Pengundangan.

denny@integritylawfirm.id



BATU UJI FORMIL MK

1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-
undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas
rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;

2. Pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang;

3. Pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan
dalam proses pembentukan undang-undang; dan

4. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di
atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-
undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan

standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu

tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua

Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, him. 393-394.

denny@integritylawfirm.id



PENGUJIAN TATA CARA
& PROSEDUR

Pembahasan.
Persetujuan.

Pengesahan.
Pengundangan.
Partisipasi Masyarakat.

Dengan demikian, berarti setiap pembentiuk peraturan perundang-
undangan, in casu pembentuk UU, harus menggunakan cara dan metode yang
pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan, baik yang terkait dengan
penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang, sebagaimana
hal tersebut dimaktubkan dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011 yang

selengkapnya menyatakan:

Pasal 44 menyatakan:

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang dilakukan
sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

(2) Ketentuan mengenaiteknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 64 menyatakan:

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan
sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran |l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

24—



UU Cipta Kerja TIDAK i
SESUAI STANDAR BAKU

sampai dengan Pasal 15 UU 11/2020], maka UU 11/2020 tidaklah sejalan dengan
rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut 15/ 2019 adalah

seolah-olah sebagai undang-undang baru. Namun, substansi terbesar dalam UU STANDAR BAKU.
.

UU 12/2011 jo UU

25 m—
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TUMPANG TINDIH DAN KEBINGUNGAN
ASAS

[3.18.1.6] Bahwa jika yang dilakukan adalah perubahan suatu UU, tidak perlu
dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, yang kemudian diikuti dengan
rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari
suatu undang-undang mencakup materi tersebut. Sebab, dari sejumlah UU yang
telah diubah oleh UU 11/2020, UU asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku
- walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU lama tersebut dalam UU
11/2020 -, sementara, dalam UU yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan
tujuan dari masing-masing UU yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal
yang diatur dalam masing-masing UU tersebut [vide Penjelasan Umum UU
12/2011].

Oleh karena itu, dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam UU
11/2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah UU yang dilakukan
perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana
yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang
lama pada kenyataanya masih berlaku. Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 telah

Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, him. 393-394.
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LAMANYA PROSES, TIDAK DAPAT JADI ALASAN
MENGENYAMPINGKAN PROSEDUR

Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami tujuan penting menyusun
kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja beserta pengaturannya, dengan
melakukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang. Namun,
yang menjadi persoalan adalah tidaklah dapat dibenarkan dengan
mengatasnamakan lamanya wakiu membentuk UU maka pembentuk UU
menyimpangi tata cara yang telah ditentukan secara baku dan standar demi
mencapai tujuan penting tersebut. Karena, dalam suatu negara demokratis
konstitusional tidaklah dapat dipisahkan antara tujuan yang hendak dicapai dengan
cara yang benar dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, upaya untuk
mencapai tujuan tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku,

dan standar dalam proses pembentukan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, him. 402.

27 w—
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KOHERENSI TEKNIS DAN SUBSTANSI
(FORMIL & MATERIL)

N

adanya sebab lain tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil “jalan
pintas” pembentukan UU dengan tidak menggunakan ketentuan tata cara
pembentukan UU yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 sebagai panduan atau
pedoman baku atau standar. Menurut Mahkamah, keharusan untuk patuh pada
ketentuan teknis atau tata cara bukan berarti Mahkamah tidak mementingkan aspek
substansi yang telah disusun dalam norma UU 11/2020, karena pada prinsipnya
dalam pembentukan UU antara teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Adanya persoalan pada aspek teknis atau tata cara
pembentukan akan berdampak pada tidak terwujudnya tertib hukum pembentukan
suatu peraturan yang pada akhirnya akan berdampak pula pada tidak dapat

dilaksanakannya substansi dari peraturan yang telah dibentuk.

Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, him. 403.

denny@integritylawfirm.id

28 w—



APAPUN METODENYA, YANG PASTI
HARUS SESUAI HUKUM.

[3.18.2.2] Bahwa terlepas dari definisi omnibus law tersebut, penting bagi
w Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan
" oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan

berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU,
- bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut
dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan
terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga
dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik

atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam

29 =—
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PERBANDINGAN 3 (TIGA) METODE ori[ 7]

PENYEDERHANAAN UU.

UU 7/2017 Pemilu UU 32/2004 Pemda UU Cipta Kerja

Menyederhanakan 3 (tiga) Menggabungkan 2 (dua)

UU menjadi 1: materi, tidak hanya

- UU 42/2008 Pilpres. membahas mengenai

- UU 15/2011 kewenangan Pemda,
Penyelenggara Pemilu. namun juga perihal

- UU 8/2012 Pileg. Pemilihan Kepala Daerah.

Substansi hukum yang Substansi hukum yang
diatur cenderung selaras. diatur cenderung selaras.

Simpel. Simpel.

Dasar Hukum: UU 12/2011. Dasar Hukum: UU 10/2004.

Merubah pasal dari 78 UU
sekaligus, dengan materi
muatan yang benar-benar
berbeda dan terpisah satu
sama lain.

Substansi hukum yang
diatur sangat berbeda
antara 1 UU dengan UU
lain.

Sangat Rumit.
Dasar Hukum: TIDAK ADA.
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TIDAK APPLE TO APPLE

[3.18.2.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut
Mahkamah, karakter penyederhanaan UU yang ditempuh baik dalam pembentukan
UU 32/2004 sebagaimana diatur dalam UU 10/2004 maupun pembentukan UU
7/2017 sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, masih berada dalam koridor hukum
tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, karakter
metode omnibus law dalam UU 11/2020 berbeda dengan pembentukan UU 32/2004
dan UU 7/2017. Hal tersebut terlihat dari jumlah UU yang dilakukan penyederhanaan
yaitu berjumlah 78 UU dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain
dan seluruh UU yang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal
yang diubah dalam UU 11/2020. Oleh karena itu tidak apple to apple apabila
dibandingkan dengan penyederhanaan UU yang dilakukan dalam UU 32/2004 dan
UU 7/2017. Dengan melihat perbedaan tersebut, model penyederhanaan UU yang
dilakukan oleh UU 11/2020 menjadi sulit dipahami apakah merupakan UU baru, UU
perubahan, atau UU pencabutan, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam
Sub-Paragraf [3.18.1].
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KESALAHAN FORMIL FATAL UU Cipta ol
Kerja ; 1

1. Perubahan Pasca Persetujuan:
- Pada halaman 151-152 RUU Ciptaker (yang telah disetujui
bersama oleh DPR dan Presiden), Pasal 46 UU Migas BERUBAH.
- Namun, pasca diundangkan, Pasal 46 hilang.

2. Kesalahan Kutip:

- Perubahan Pasal 6 UU Cipta Kerja merujuk pada Pasal 5 ayat (1)
huruf a mengenai peningkatan ekosistem investasi. Rupanya,
pasal tersebut tidak mengatur mengenai ekosistem investasi,
melainkan bidang hukum. Seharusnya pasal yang dirujuk adalah
Pasal 4 huruf a.
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TERTUTUPNYA RUANG

PU B L | K Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam
persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang
partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan
berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang
tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah
akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang

terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan

undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi

naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah
oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 122011 akses
terhadap undang-undang dinaruskan untuk memudahkan masyarakat dalam

memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, him. 412.
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Urgensi
Partisipasi Publik

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan

perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna

(meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan
Meanlngful publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna

o o . tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, vyaitu: pertama, hak untuk
Participation, . . | -
didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan
BU KAN hanya pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan
. penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).
formalitas ataupun

. ) Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang
m a NI p u Iat|f. terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-

undang yang sedang dibahas.




i
KESIMPULAN MAHKAMAH

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,

oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada
cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan
undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca
persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat
proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, him. 412.
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i
KESIMPULAN MAHKAMAH

1. Tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara
dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika
pembentukan undang-undang

2. Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca
persetujuan Bersama DPR dan Presiden

3. Bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan

N dRIPNY: Pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi ketentuan
UUD 1945, harus dinyatakan cacat formil.

Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, him. 412.
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KOMPAS,

JUMAT, 3

DESEMBER 2021

Mahkamah Konstitusi Galau,
UU Cipta Kerja Kacau Balau

Guru Besar Hukum Tata Negara; Senior Partner Integrity Law Firm

Kamis, 25 November
2021, Mahkamah Kons
titusi membacakan 12
putusan terkait dengan
konstitusionalitas
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
nya satu [urnmhon an yang di-
kabulkan sebagian. Sebelas per-
kara lain tak diterima: satu ka-
rena dianggap tidak mempunyai kedu-

dukan hukum (legal standing), 10
dianggap sudah "kehilangan ob;

menimbulkan perdebs
tusan 91/PUU-XVIII ) (Putusan 91),
vang menyebabkan UU Cipta Kerja
menjadi inkonstitusional bersyarat (con-
ditionally unconstitutional)

Apresiasi

Putusan 91 patut mendapatkan apre-
siasi karena untuk pertama i MK
mengabulkan uji  formil
dang-undang Sebelumn
2003 hingga sebelum dil nya Pu-
tusan 91, terdapat 69 pengujian formil,
dan tak tu pun yang (hluhullmn
MK. Padahal, banyak proses legisl
vang problematik, misalnys
tanpa memenuhi kuorum kehadiran
atau karena minim melibatkan publil

Putusan 91 adalah landmark decis
dalam makna, proses legislasi harus
mendapat perhatian serius dan sama
pentingnya dengan substansi un-
dang-undang itu xndm [‘ni\(\ lv;, lasi
yang baik
akan menyebabkan und.mpund.mg 1lu
dianggap bertentangan dengan UUD
1945, ta

suatu  un-

setiap ra ll\L.lIl), an und.mg und.m]. (RUL)
wajib memiliki naskah al
Yang paling melegakan, MK .ddurm a
s.ul.;r banyaknya praktik m.mlpul‘m par-
asi publik. MK menilai parameter
partisipasi publik haruslah benar-benar
bermakna (mcumng/ul participation).
ng hanya
dan seremoni belaka tidak
boleh dianggap sebagai erlL\Iszl pub-
lik. MK menegaskan, "Partisipasi ma-
rakat yang lebih bermakna tersebut
setidaknya memenuhi tiga prasyarat, ya-
itu, pertama, hak untuk didengarkan
pendapatnya (right to be heard); kedua,
hak untuk dipertimbangkan pendapat-
nya (right to be considered); dan ketiga,
hak untuk mendapatkan penjelasan atau
jawaban atas pendapat yang diberikan
(right to be explained).”
Better late than never.

Lebih  baik

terlambat daripada tidak sama sekali.
Seandai MK juga menerapkan prin-
sip partisipasi publik yang setara ni-
lainya, akan banyak kepentingan kon-
stitusional publik yang diselamatkan.

ma, harusnys
uji formil perubahan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) dan UU Mi-
ne r-l dan Batubara (Minerba) yang se-
ilkan partisipasi publik ju-
alkan ka menelikung
(Lmlul rakyat, dan itu berten-
tangan dengan prinsip dasar konstitusi
dan demokrasi. Di kedua perubahan UU
itu, tanpa pembatalan oleh MK, yang
dimenangkan dan tersenyum lebar ada-
lah kekuatan oligarki yang koruptif.

Kekacauan serius

Meskipun perlu diapresiasi, Putusan
91 juga mempunyai persoalan serius
yang berbahaya bagi kelangsungan nor-
ma hukum di lingkup cipta kw,u iuruu
MK yang g
mentasi UU Cipta Kerja men
balau. Paling tidak ada dua kel
serius vang lahir akibat dari kegal
Putusan 91

Pertama, Putusan 91 menghadirkan
impunitas  konstitusional selama
maksimal dua tahun bagi ke-
seluruhan substansi UU
Cipta Kerja. MK berargu-
men, substansi UU Cipta
Kerja sudah berubah de-
ka uji

ngan l‘ulu_\m 91, ma

mar ke-4
Putusan 91 (Iu\;.un tegas mem-
berlakukan UU Cipta Kerja paling tidak
selama dua tahun, meskipun pada saat
yang sama dinyatakan inkonstitusional.
Bagaimana mungkin suatu un-
dang-undang yang masih berlaku tidak
bisa diuji materi konstitusionalitasnya.
i jika putusan MK me

1k mempuny
k dib:
n ‘\hlm benar, Imh\\’n nhuk peng-
ujian materiil telah hilang. Namun, ka-
< ih memberi to-
simal dua tahun

I\LI"JJ sLl)dMl E
-undang yang tidak dapat diuji
meskipun masih berlaku.

sebenarnya tidak ada yang
aneh dengan putusan inkonstitusional
bersyamat (conditionally unconstitutio-
nal) dalam Putusan 91 tersebut. MK
sudah berulang kali memberikan ke-
putusan demikian. Apalagi, logika mem-

berlakukan sementara
suatu undang-undang
yang dinyatakan inkonsti-
tusional memang bukan
pertama  kali dilakukan
MK. Misalnya, MK mem-
beri waktu tiga tahun ber-
1 pengadilan tindak
pidana korupsi (tipi-
kor)—meskipun Pasal 53 UU
KPK-ny: atakan inkon-
stitusional (vide Putusan No
012-016-019/PUU-IV/2
Logika yang seki
cesan inkonsisten itu I
ijtihad MK untuk menghin-
dari kekacauan hukum, de-
ngan tetap memperhatikan
aspek keadilan dan keman-
faatan, bukan hanya kepasti-
an hukum. Jadi memberi ru-
ang maksimal dua tahun un-
tuk tetap berlakunya UU Cip-
ta Kerja, pun telah
dinyatakan inkonstitusional,
dapat dibaca sebagai toleransi
MK agar tak terjadi kekacauan
hukum karena telan-
jur banyak aturan
pelaksanaan, dan
telah  diimple-

)

UU Cipta
Kerja da-
lam berba-
gai sektor
kehidupan
bernegara.
Namun,

cau balau ketika
pe rtimbangan 3.20.5
ithkan

al
jakan yang hcr\lml strategis dan ber-

suatu undang-undang yang inkonstitu-
sional, padahal seluruh pelaksanaannya
ditangguhkan?

Last but not least, yang paling kacau
balau dari adanya Amar ke-7 adalah
karena semua tindakan/kebijakan
strategis berdasarkan UU Cipta Kerja
dan aturan pelaksanaannya harus di
tangguhkan, sedangkan aturan-aturan
lama masih ll(.LlJ\ dapat \.lu.'m k

dnmp ak lum di bidang cipta kerja. Dasar
hukumnya masih berlaku, tapi harus
ditangguhkan pelaksanaan tindakan/ke-
bijakan hukumnya. Untuk bidang cipta
kerja yang pastilah sangat penting dan
menyangkut hajat hidup orang banyak,
putusan yang demikian tentu saja adalah
kekeliruan yang fatal dan mendasar.

Solusi

Bagaimanapun Putusan 91 sudah di-
terbitkan, final, dan mengikat (final and
binding). Maka, pembuat undang-un-
dang (P ien, DPR, dan DPD) harus
segera melaksanakan putusan MK ter-
sebut dengan memperbaiki pembuatan
UU Cipta Kerja.

Langkah pertama adalah menyusun
|lur|n baku di dalam Undang-Undang
N Tahun 2011 jo Undang-Undang No
hun 2019 tentang Pembentukan
aturan Perundang-undangan, yang
mengakomodasi model omnibus.

Selanjutnya, proses legi harus
mengoreksi kekurangan-kekurangan
yang dipersoalkan oleh MK, termasuk
soal urgensi partisipasi publik yang be-
tul-betul nyata dan bermakna.

Langkah cepat pembuat undang-un
dang tidak bisa ditunda lagi karena

ln)dlx.m strategis harus segera dicarikan

dampak luas”. F tinda-
kan/kebijakan demikian menimbulkan
banyak persoalan yang tidak sederhana.
Pertama, buat apa MK memberl
kukan UU Cipta Kerja yang diny
kannya inkonstitusional
tuk hal yang tidak
berdampak luas. Kalau hanya untuk
urusan yang umxl\ lungl) demikian,
UU Cipta K
lebih bagus dibatalkan seke S
pa waktu toleransi dua tahun.
Kedua, Pasal 4 UU Cipta Kerjs
atur bahwa ruang lingkup kerj
Cipta Kerja adalah kebijakan strategis,
yang logikar pasti berdampak luas.
Dengan demikian, menangguhkan pe-
laksanaan tindakan/kebijakan UU Cipta
Kerja untuk yang bersifat strategis, ber-
arti menunda pelaksanaan keseluruhan
UU Cipta Kerja. Konsekuensinya, masa
toleransi dua tahun tak diperlukan lagi.
Sebab, untuk apa pula memberlakukan

Yang juga tidak boleh di-
lup.dnm meskipun MK hanya menyoal
proses pembuatannya, tetapi karena s
n dmlumN kembali—terlebih

l.lgx materi UUC lpl.l Kerja menjadi tidak
terhindarkan.

Ujungnya harus diperjuangkan lahir-
nya undang umlmp, yang tic
menjamin iklim inves
tetapi juga mengabdi pada pgnun)..u\
publik pemilik Republik. Cukupls
kali MK dibuat galau karena UU Cipta
Kerja yang kacau balau.

P klik.kompas.id/internasional
[E) Baca artikel lainnya
seputar Intemnasional
di Kompas.id dengan
= memindai OR Code.

IN | TE

GRI| TY

UU Cipta Kerja sedari awal sudah mengundang kontroversi.
Namun MK pun galau saat mengadili (memutuskannya).
Sehingga hadirlah putusan yang ambigu;

- Amar 4 menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku,
- Amar 7 memerintahkan penangguhan,
- 10 Putusan terkait UU Cipta kerja di N.O akibat hilang obyek,

- Penangguhan dilakukan terhadap kebijakan strategis dan
berdampak luas

- UU Cipta Kerja mengatur hal strategis dan berdampak luas
(lihat Pasal 4 UU Cipta kerja dan Pasal 1 angka 2 UU PPP).

- Lebih lengkap? Lihat di artikel Kompas and next slides.
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B vong Mengikat dari suatu Putesan - R

Pertimbangan

AMAR Putusan

Bagian Vonis
5 UG pertimbangan m
D

Tar:], tidak penting, tidak
mengikat




Jadi Masalah Bila: Ada Inkonsistensi

1. Tidak ada di pertimbangan hukum, tiba-

tiba tanpa dasar argumentasi muncul di
Amar Putusan

2. Berbeda antara pertimbangan mengikat
(ratio decidendi) dengan amar putusan

3. Berbeda di antara amar putusan sendiri
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5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon | dan Pemohon Il tidak dapat
diterima;

2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon Ill, Pemohon IV, Pemohon V, dan
Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon |l tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon lll, Pemohon IV, Pemohon V, dan

Pemohon VI untuk sebagian;

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak

putusan ini diucapkan”;

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku
sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang
waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini
diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan
perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

AMAR PUTUSAN

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional
secara permanen;

. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk

undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi
muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;

. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat

strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan
peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

denny@integritylawfirm.id
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MAKNA Putusan MK

1. Permohonan beberapa pemohon, dikabulkan sebagian (AMAR 2)

2. Pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat atau conditionally
unconstitutional) (AMAR 3)

3. Syarat untuk menjadi konstitusional: dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua)
tahun sejak putusan dibacakan, atau maksimal 25 November 2023 (Amar 3)

4, Selama masa perbaikan, sampai maksimal 25 November 2023, UU 11/2020 tetap
berlaku (AMAR 4)

5. Pembentuk UU mendapat tugas untuk melakukan perbaikan selama maksimal 2
(dua) tahun (AMAR 5)

6. Jika syarat perbaikan dalam 2 (dua) tahun tidak dipenuhi, UU 11/2020 menjadi
inkonstitusional secara permanen (Amar 5)

7. Jika inkonstitusinal permanen, UU atau pasal UU yang dicabut UU 11/2020,
berlaku Kembali (AMAR 6)

8. Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak
luas (AMAR 7)

9. Tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksanaan baru (AMAR 7)
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MAKNA Putusan MK

1. Pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945, namun
jika diperbaiki dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun, dapat menjadi
tidak bertentangan lagi (inkonstitusional bersyarat atau conditionally
unconstitutional). Jika tidak diperbaiki dalam tenggat waktu tersebut,
maka menjadi inkonstitusional permanen, dan undang-undang atau

materi undang-undang yang sebelumnya dicabut oleh UU 11/2020,
menjadi berlaku Kembali.

. Selama tenggat waktu 2 (dua) tahun masa perbaikan tersebut, UU
11/2020 tetap berlaku, namun terbatas hanya untuk Tindakan dan
kebijakan yang tidak strategis dan tidak berdampak luas.




ww '

P, 2

Apa alasan MKYetd 1. Menyeimbangkan unsur
memberi wakttl berlaku kepastian hukum,

f (%) tanl AW - kemanfaatan, dan
yangfinkonstigusional? ,

: keadilan.
N 2

\’i‘ E s 2. Mempertimbangkan

A tujuan strategis

—_— dibentuknya UU 11/2020 -
karena adanya “obesitas
regulasi” dan tumpang
tindih antara UU

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, him. 413 Paragraph 3.20.2



Jalan Tengah Putusan MK?

1. Di satu sisi menyatakan bertentangan
dengan konstitusi (Amar 3), di sisi lain
masih diberlakukan maksimal dua tahun
(Amar 4)

2. Di satu sisi berlaku dua tahun (Amar 4),
disisi lain ditangguhkan untuk
tindakan/kebijakan yang bersifat
strategis dan berdampak luas (Amar 7)

denny@integritylawfirm.id
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Problem Pemberlakuan Terbatas

1. Pemberlakuan terbatas, untuk
tindakan/kebijakan yang strategis dan
berdampak luas ditangguhkan

2. Problemnya, menurut Pasal 4 UU Ciptaker,

ruang lingkupnya kebijakan strategis
Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, ruang Ilingkup Undang-Undang ini mengatur
kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

3. Artinya semua kebijakan terkait UU Cipta
Kerja adalah strategis, dan konsekwensinya
mesti ditangguhkan

denny@integritylawfirm.id
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Lima Ambiguitas Putusan 91 ol

1.

Di satu sisi menyatakan bertentangan dengan konstitusi, di sisi lain masih
diberlakukan maksimal dua tahun

Di satu sisi UU Cipta Kerja dinyatakan masih berlaku maksimal 2 tahun, di sisi
lain permohonan uji materiil tidak diterima karena dinyatakan “kehilangan
objek”.

Dengan menyatakan “kehilangan objek” berdasarkan, apakah MK menjadikan
Putusan 91 sebagai pintu “impunitas konstitusional” bagi UU Cipta Kerja?

Di satu sisi menyatakan berlaku selama tenggat perbaikan maksimal 2 tahun,
di sisi lain menangguhkan pemberlakukan untuk tindakan/kebijakan yang
strategis dan berdampak luas. Lalu untuk apa pula berlaku jika hanya untuk
vang tidak strategis dan tidak berdampak luas. Apalagi ternyata, menurut
pasal 4, ruang lingkup UU Ciptaker itu kebijakan strategis semua

Mengapresiasi untuk putusan yang mensyaratkan partisipasi publik, namun
mengkritisi disparitasnya dengan putusan lain, misal perubahan UU KPK dan
UU Minerba
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4| What Next: Konsekwensi dan

Antisipasi Putusan 91




Konsekwensi Putusan 91 i

1. UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, kalau syarat perbaikannya dipenuhi menjadi konstitusional dan
berlaku. Sebaliknya, kalau syaratnya tidak dipenuhi dalam maksimal 2 tahun, menjadi inkonstitusional secara
permanen.

2. Ada dua kemungkinan berlakunya UU Ciptaker. Satu, berlaku terus karena syarat perbaikan dilakukan
sebelum tenggat waktu dua tahun. Dua, menjadi tidak berlaku permanen, karena perbaikan sesuai syarat
Putusan 91 tidak kunjung dipenuhi.

3. Meskipun berlaku, yang berhubungan dengan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas,
ditangguhkan -- BUKAN tidak berlaku.

4. Persoalannya, menurut Pasal 4, ruang lingkup UU Ciptaker adalah kebijakan strategis, artinya semua
kebijakan terkait UU Cipta Kerja ditangguhkan.

5. Peraturan Pelaksanaan yang sudah terlanjur keluar, nasibnya sama dengan UU Cipta Kerja, juga
inkonstitusional bersyarat. Tetap berlaku dalam rentang waktu maksimal 2 tahun, namun juga harus
ditangguhkan untuk Tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas.



Konsekwensi Putusan 91

6. Tidak boleh ada peraturan pelaksanaan yang baru

7. Menurut MK, setelah putusan 91, UU Cipta Kerja tidak bisa lagi diuji secara materiil (uji
substansi), karena telah "kehilangan objek"

8. Presiden, DPR, DPD harus membuat aturan baku untuk memperbaiki proses pembuatan UU
Cipta Kerja dengan metode omnibus law, itu artinya perubahan UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

9. Meskipun yang minta diperbaiki adalah proses pembuatannya, tetapi karena diulang semua
tahapan legislasinya, maka tidak terhindarkan akan ada pembahasan substansi UU Cipta
Kerja. Apakagi MK menyatakan harus ada perbaikan partisipasi publik.

10.Setelah selesai perbaikan, UU Cipta Kerja tetap bisa diuji Kembali ke MK
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Kemungkinan Perubahan Substansi

Dalam paragraph [3.21], Mahkamah yang menyatakan:

Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materil UU a
quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan permohonan pengujian
secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo
secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU
a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji
kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa
kelompok masyarakat.
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Antisipasi: Do and Don’t

1. Segera ubah UU 12/2011 yang telah diubah
dengan UU 15/2019, masukkan metode
omnibus law

2. Lakukan perbaikan pembuatan UU Cipta Kerja
berdasarkan koreksi dari putusan MK,
termasuk soal asas-asas dan partisipasi publik

3. Jangan lakukan tindakan/kebijakan
berdasarkan UU Cipta Kerja ataupun
peraturan pelaksanaannya yang sifatnya
strategis dan berdampak luas
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Last but not least

Expect, perbedaan penafsiran yang tajam,
akan justru muncul ketidakpastian hukum.
Sebaiknya menunggu Langkah cepat

pemerintah. Jangan membuat keputusan
vang bisa dianggap melanggar putusan MK
dan berpotensi menimbulkan sanksi
hukum.




KONFLIK PUTUSAN: S
“Berlaku” Vs “Ditangguhkan”

... menangguhkan segala

... masih tetap berlaku Tindakan/kebijakan
* Amar 4 * Amar 7
* Kelompok menganggap berlaku * Kelompok tidak menganggap
berlaku
» Mencari celah “strategis” dan * Menyatakan semua “strategis”
uberdampak luas” dan "berdampak luas”

S [ * Non-Pemerintah



Problem Utama: Akibat Amar 7

Karena semua tindakan/kebijakan strategis
berdasarkan UU Cipta Kerja dan aturan
pelaksanaannya harus ditangguhkan, sedangkan

aturan-aturan lama masih tidak dapat diberlakukan
karena diubah atau dicabut UU Cipta Kerja yang
masih berlaku, maka akan timbul kekosongan
tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas di
bidang Cipta Kerja.




TAHAPAN SOLUSI

« Pembuat undang-undang (Presiden, DPR, dan DPD) harus segera melaksanakan putusan
MK tersebut dengan memperbaiki pembuatan UU Cipta Kerja.

 Langkah pertama adalah menyusun aturan baku di dalam UU 12/2011 jo. UU 15/2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengakomodir model omnibus.

« Untuk mempercepat proses perlu dipertimbangkan terbitnya Perppu?

» Langkah cepat pembuat UU tidak bisa ditunda lagi karena kekosongan dasar untuk
kebijakan strategis dan berdampak luas, harus segera dicarikan solusinya.

« Selanjutnya, proses legislasi harus mengkoreksi kekurangan-kekurangan yang dipersoalkan
oleh MK, termasuk soal urgensi partisipasi publik yang betul-betul nyata dan bermakna.

 Ujungnya harus diperjuangkan lahirnya undang-undang yang tidak hanya menjamin iklim
investasi yang sehat tetapi juga mengabdi pada kepentingan publik pemilik republik.
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